ANALISIS YURIDIS TUMPANG TINDIH TANAH MILIK ADAT DAN
HGB PADA PENGADAAN TANAH PROYEK BENDUNGAN CIBEET
(Studi Kasus di Desa Cariu dan Desa Kutamekar, Kabupaten Bogor)

SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di
Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun Oleh:
SANTRISMA

NIT. 22314352

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
POLITEKNIK AGRARIA STPN
2026



ABSTRACT

The construction of Cibeet Dam as a National Strategic Project requires
land acquisition, which in its implementation has encountered overlapping claims
between land controlled by communities based on hereditary possession and land
that has been registered with Building Use Rights (HGB). This study aims to
analyze the implementation of land acquisition, the factors causing overlapping
claims, and the resolution efforts in the Cibeet Dam Project. This research uses
an empirical juridical method with a qualitative approach through interviews,
field observations, documentation studies, and analysis of relevant regulations.
The results show that overlapping claims occur due to differences between
physical and juridical data, historical community land control, and differences in
proof of rights between customary evidence and HGB certificates. The resolution
is carried out through data verification, deliberation, and examination by the
Land Acquisition Committee by considering legal certainty and justice. In
Kutamekar Village, the resolution was successfully achieved through mediation,

while in Cariu Village, it is still at a deadlock.

Keywords: building use rights, customary land, cibeet dam, land acquisition, land

overlapping
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INTISARI

Pembangunan Bendungan Cibeet sebagai Proyek Strategis Nasional
memerlukan pengadaan tanah yang dalam pelaksanaannya ditemukan
permasalahan tumpang tindih klaim antara tanah yang dikuasai masyarakat secara
turun-temurun dengan tanah yang telah memiliki sertipikat Hak Guna Bangunan
(HGB). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi pengadaan tanah,
faktor penyebab tumpang tindih, serta upaya penyelesaian pada Proyek
Bendungan Cibeet. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan
pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, dan
kajian peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tumpang tindih terjadi akibat perbedaan data fisik dan yuridis, riwayat penguasaan
tanah masyarakat, serta perbedaan pembuktian hak antara bukti penguasaan adat
dan sertipikat HGB. Penyelesaian dilakukan melalui pemeriksaan data,
musyawarah, dan verifikasi oleh Pelaksana Pengadaan Tanah dengan
memperhatikan kepastian hukum dan keadilan. Di Desa Kutamekar penyelesaian

berhasil melalui mediasi, sedangkan di Desa Cariu masih mengalami kebuntuan.

Kata kunci: bendungan cibeet, hak guna bangunan, pengadaan tanah, tanah adat,

tumpang tindih
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pembangunan infrastruktur merupakan pilar utama dalam
mewujudkan visi pembangunan nasional, terutama dalam mencapai
ketahanan pangan dan energi. Proyek pembangunan bendungan, seperti
yang direncanakan di Kabupaten Bogor, memiliki peran strategis multipel,
meliputi irigasi, penyediaan air baku, pengendalian banjir, dan potensi

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Dalam konteks hukum Indonesia, proses penyediaan tanah untuk
kepentingan umum diatur secara mendalam melalui Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2012 (UU No.2/2012) tentang Pengadaan Tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum. Regulasi ini menegaskan peran
dan tanggung jawab negara dalam menjamin tersedianya tanah, sambil
memastikan pihak yang berhak memperoleh ganti kerugian yang layak dan
adil sesuai dengan (UU No. 2/2012, pasal 3). Namun demikian, tahapan
pengadaan tanah ini seringkali menjadi isu krusial karena merupakan titik
rawan terjadinya konflik dan konflik agraria yang menghambat tercapainya

tujuan pembangunan (Afiah & Setyawati, 2022).

Pengadaan tanah untuk kepentingan umum dibedakan berdasarkan
luasnya, yaitu diatas dan dibawah 5 hektar. Pengadaan tanah di bawah 5
hektar, menurut Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 yang dimana
turunan dari UU No. 2/2012, dapat dilakukan langsung oleh instansi yang
memerlukan tanah bersama pihak yang berhak melalui mekanisme jual beli,
tukar menukar, atau cara lain yang disepakati tanpa perlu penetapan lokasi.
Ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pengadaan tanah skala kecil
sesuai rencana tata ruang wilayah (Gunawan, 2020). Sebaliknya, pengadaan

tanah diatas 5 hektar harus melalui tahapan lengkap, mulai dari



perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pennyerahan hasil, termasuk

penetapan lokasi sebagai dasar legalitas pengadaan tanah.

Karena melibatkan area yang luas dan banyak subjek serta tanah
yang terdampak, proyek Bendungan Cibeet termasuk dalam kategori
pengadaan tanah berskala besar. Kondisi ini menyebabkan proses
pengadaan tanah menghadapi banyak masalah hukum pertanahan yang telah
terjadi sebelumnya, serta tantangan administratif. Adanya tumpang tindih
klaim antara tanah milik adat yang dikuasai masyarakat dan tanah yang telah
diterbitkan HGB adalah salah satu masalah yang muncul. Permasalahan ini
menunjukkan bahwa ada perbedaan antara sistem hak atas tanah yang diakui
secara historis melalui administrasi pertanahan negara dan sistem hak
berdasarkan penguasaan masyarakat. Kondisi inilah yang menujukkan
bahwa penguasaan dan pembuktian hak atas tanah masih bermasalah di

indonesia.

Sistem hukum agraria di Indonesia sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA) berupaya mengintegrasikan ketentuan hukum
negara dengan hak-hak masyarakat atas tanah yang berasal dari hukum adat.
Dalam praktiknya, terdapat perbedaan karakter antara hak atas tanah yang
didasarkan pada sistem administrasi pertanahan negara, seperti Hak Guna
Bangunan (HGB) yang dibentuk melalui keputusan pemberian hak dan
dibuktikan dengan sertipikat, dengan penguasaan berupa tanah milik adat
perseorang yang diakui sepanjang dalam praktik masih hidup dan
dilaksanakan. Perbedaan mekanisme pengakuan dan pembuktian antara hak
yang bersumber dari hukum negara dengan penguasaan tanah secara adat
dapat menimbulkan persoalan ketika kedua bentuk penguasaan tersebut
berada pada objek tanah yang sama. Sementara tanah milik adat biasanya
didasarkan pada sejarah penguasaan, penggunaan, dan pengakuan
masyarakat setempat, hak atas tanah yang telah terdaftar memiliki kekuatan

pembuktian formal melalui sertipikat. Perbedaan sertipikat ini dapat



menyebabkan tumpang tindih antara penguasaan dan klaim atas tanah.

(Hardian Feril 2025).

Fenomena tumpang tindih tidak hanya bersifat administratif, tetapi
juga menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan perlindungan hak
atas tanah, dan memicu konflik pertanahan, terutama akibat kesalahan
prosedural atau itikad tidak baik dalam proses penerbitan (Afiah et al., 2019;
Mulia & Ratnawati, 2023). Dalam praktiknya, penyelesaian konflik
tumpang tindih umumnya ditempuh melalui mediasi di kantor pertanahan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/Badan
Pertanahan Nasional (Permen ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang
penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan, namun efektivitasnya
sangat bergantung pada ketersediaan data fisik dan yuridis. Pada konflik
yang melibatkan tanah milik adat, proses ini menjadi lebih kompleks karena
pembuktian hak milik adat tidak selalu bersifat tertulis, sehingga apabila
mediasi tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian dilanjutkan melalui jalur
litigasi, seperti gugatan pembatalan sertipikat ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN). Sejumlah putusan PTUN dalam lima tahun terakhir
menunjukkan bahwa pengadilan telah beberapa kali membatalkan sertipikat
yang diterbitkan di atas tanah milik adat atau tanah yang telah lebih dahulu
dikuasai pihak lain (Tjoe Kang Long & Widyawati Boediningsih, 2024;
Wahyuni et al., 2021).

Kondisi tersebut tercermin secara nyata dalam pelaksanaan
pengadaan tanah untuk Proyek Bendungan Cibeet di Kabupaten Bogor,
khususnya pada wilayah yang akan diteliti yaitu Desa Kutamekar dan Desa
Cariu. Berdasarkan informasi dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor,
terdapat sekitar 32 bidang tanah pada area rencana pembangunan
Bendungan Cibeet khususnya pada Desa Cariu dan Desa Kutamekar yang
terindikasi mengalami tumpang tindih klaim penguasaan antara tanah milik
adat dan Hak Guna Bangunan (HGB). Secara administratif, bidang-bidang

tanah tersebut tercatat sebagai tanah bersertifikat HGB, namun pada saat



yang sama diklaim oleh masyarakat setempat sebagai tanah milik adat yang
telah mereka kuasai dan manfaatkan secara turun-temurun. Tumpang tindih
penguasaan tanah di Desa Kutamekar dan Desa Cariu tidak hanya
menimbulkan persoalan hukum formal, tetapi juga mencerminkan konflik
agraria yang berakar pada perbedaan persepsi, sejarah penguasaan, dan
legitimasi sosial atas tanah. Bagi masyarakat tanah milik adat setempat,
tanah memiliki nilai yang melampaui fungsi ekonomi, yakni sebagai ruang
hidup yang mengandung nilai sosial, kultural, dan spiritual. Sebaliknya,
dalam perspektif hukum positif, keberadaan sertifikat HGB memberikan
legitimasi yuridis yang kuat kepada pemegangnya, sehingga menempatkan
masyarakat adat pada posisi yang relatif lemah dalam proses pengadaan

tanah.

Konflik pada proyek Bendungan Cibeet memperlihatkan bagaimana
masyarakat adat berada dalam posisi yang lemah secara hukum formal
karena ketiadaan pengakuan administratif negara, sementara pemegang
HGB memperoleh legitimasi kuat melalui sertifikasi. Konflik ini tidak
hanya muncul pada tahap inventarisasi dan identifikasi pihak yang berhak,
tetapi juga berdampak pada proses penentuan subjek penerima ganti
kerugian. Dengan demikian, Bendungan Cibeet menjadi arena empiris yang
menggambarkan secara nyata benturan antara hak adat dan hak formal
negara ketika proyek pembangunan strategis mulai dijalankan (Gusti, 2023;

Wahyuni 2021)

Tumpang tindih kepemilikan tanah antara Hak Guna Bangunan
(HGB) dan tanah milik adat menimbulkan berbagai dampak negatif yang
signifikan terhadap keberlanjutan proyek pembangunan maupun
kelangsungan hak milik adat. Dari hasil identifikasi, di Desa Kutamekar
terdapat tumpang tindih dengan luas sekitar 26.494 M? yang melibatkan 19
KK, sedangkan untuk Desa Cariu tumpaang tindih dengan luas sekitar
40.784 m* dengan 13 KK. Kondisi ini menyebabkan proses pembayaran

ganti kerugian mengalami hambatan karena masih terdapat perbedaan klaim



mengenai pihak yang memiliki kedudukan sebagai pihak yang berhak

menerima ganti kerugian.

Hambatan tersebut tidak hanya berdampak pada aspek administrasi,
tetapi juga mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat
menyebabkan keterlambatan dalam tahapan pengadaan tanah, penyesuain
jadwal konstruksi, serta peningkatan biaya akibat adanya tambahan proses
verifikasi dan penyelesaian status hak atas tanah. Selain persoalan teknis,
konflik antara HGB dan tanah milik adat juga menimbulkan masalah
keadilan substansial bagi masyarakat. Meskipun masyarakat secara nyata
telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut secara turun-temurun,
keterbatasan bukti formal serta adanya hak atas tanah yang terdaftar atas
nama pihak lain membuat posisi masyarakat menjadi kurang kuat dalam

proses pengadaan tanah.

Situasi ini menunjukkan bahwa tumpang tindih hak atas tanah tidak
hanya berkaitan dengan aspek administrasi pertanahan, tetapi juga
menyangkut perlindungan terhadap keberadaan dan nilai sosial budaya
tanah bagi masyarakat, ketidakjelasan status hukum tanah dapat berdampak
pada berkurangnya kepastian hak masyarakat atas tananh yang memiliki

nilai ekonomi, sosial, dan sejarah bagi mereka (Angela & Setyawati, 2022).

Sejumlah penelitian menegaskan bahwa konflik agraria yang
melibatkan tanah milik adat tidak hanya menunda proyek pembangunan,
tetapi juga menimbulkan masalah keadilan yang serius (Sonia Yolanda
2024), menunjukkan bahwa praktik land grabbing dan green grabbing
mengikis hak masyarakat adat karena kurangnya perlindungan hukum yang
tegas. Selain itu, (Ngabito et al., 2024) menyoroti kasus ganti kerugian atas
perbuatan melawan hukum dalam konflik tanah milik adat yang mana
menggambarkan bahwa kompensasi formal sering tidak cukup untuk
menutup kerugian sosial dan kultural. (Tandori & Supriyanto, 2025a) juga

mengungkap kontradiksi mendasar antara hak komunal adat dan hak formal



negara, memperjelas betapa sulitnya mekanisme pengakuan dan

kompensasi yang adil.

Hak Guna Bangunan (HGB) memiliki derajat kepastian hukum yang
tinggi karena keberadaanya didukung oleh sertifikat sebagai alat bukti
otentik yang diterbitkan oleh negara, sehingga dapat memberikan
perlindungan yuridis yang kuat kepada pemegangnya. Hal ini berbeda
dengan hak atas tanah milik adat, yang pengakuannya bergantung pada
validasi sosial, sejarah penguasaan, dan legitimasi komunitas adat, bukan
pada dokumen formal. Meskipun UUPA dan UU No. 2 Tahun 2012 tentang
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum telah
mengakui keberadaan hak tradisional, mekanisme formalisasi, penetapan,
dan penyelesaian konflik atas klaim tanah milik adat yang tumpang tindih
dengan hak formal masih belum diatur secara komprehensif. Kekosongan
pengaturan ini menimbulkan ambiguitas hukum, terutama ketika dua rezim
hukum formal berhadapan dalam konteks pengadaan tanah untuk
kepentingan umum. PP No 19 Tahun 2021 telah diperbaharui oleh PP No 39
tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun
2021 memang memberikan arahan teknis terkait pengadaan tanah, namun
tetap menyisakan ruang interpretasi tentang prioritas pemberian ganti
kerugian ketika terjadi pertentangan antara hak sertifikat (HGB) dengan hak

adat yang belum terdaftar secara resmi (Badrul Zaman & Razak, 2025).

Penelitian ini penting mengingat kompleksitas tumpang tindih
antara Hak Guna Bangunan (HGB) dan tanah milik adat di Kabupaten
Bogor yang memerlukan analisis yuridis untuk menilai penerapan prinsip
lex specialis dalam UU No. 2 Tahun 2012 terhadap /ex generalis UUPA
dalam menentukan prioritas dan validitas hak atas tanah. Dualisme hukum
pertanahan kerap melemahkan posisi masyarakat adat akibat belum
komprehensifnya formalisasi hak adat dalam sistem pertanahan nasional,
sebagaimana ditunjukkan oleh lemahnya pengakuan normatif terhadap hak

tradisional (Tandori & Supriyanto, 2025a). Urgensi penyelesaian konflik juga



diperkuat oleh kebutuhan kelembagaan yang lebih sistematis dan adil dalam
menangani tumpang tindih hak (Kelmaskosu et al., 2024), serta masih
adanya ambiguitas regulasi turunan UUPA yang memengaruhi kepastian
hukum tanah milik adat dalam konteks Pembangunan (Nurlinda, 2016).
Selain itu, interpretasi fungsi sosial tanah pasca berlakunya UU No. 2 Tahun
2012 menegaskan perlunya reformulasi mekanisme penyelesaian konflik
guna menjamin perlindungan yang proporsional bagi masyarakat adat
(Sulaiman, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan rekomendasi interpretatif yang memperjelas relasi lex specialis
dan lex generalis, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi pemegang

HGB dan keadilan bagi masyarakat hukum adat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji
implementasi pengaturan hukum, faktor penyebab terjadinya tumpang
tindih, serta upaya penyelesaiannya oleh pelaksana pengadaan tanah pada
Proyek Bendungan Cibeet dengan judul ”Analisis Yuridis Tumpang
Tindih Tanah Milik Adat dan HGB Pada Pengadaan Tanah Proyek
Bendungan Di Kabupaten Bogor”.

. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka disusunlah
rumusan masalah sebagai berikut:

1) Bagaimana implementasi pengaturan hukum pengadaan tanah untuk
kepentingan umum, khususnya dalam tumpang tindih tanah milik
adat dan HGB pada proyek Bendungan Cibeet ?

2) Mengapa faktor penyebab terjadinya tumpang tindih antara tanah
milik adat dan tanah bersertifikat HGB dalam proyek pembangunan
Bendungan Cibeet?

3) Bagaimana upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pelaksana
pengadaan tanah dalam menangani kasus tumpang tindih tersebut

dalam proyek Bendungan Cibeet?



C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini dilihat dari beberapa pokok permasalahan

yang dirumuskan diatas, yaitu sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikam implementasi pengaturan

hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum dalam proyek

Bendungan Cibeet.

b. Untuk menemukan dan menganalisa faktor penyebab terjadinya

tumpang tindih antara tanah milik adat dan tanah bersertifikat HGB

dalam proyek pembangunan Bendungan Cibeet.

c. Untuk mengungkapkan dan menganalisis bagaimana penyelesaian

yang dilakukan oleh pelaksana pengadaan tanah dalam menangani

kasus tumpang tindih tersebut dalam proyek Bendungan Cibeet.

2. Manfaat Penelitian

Segala sesuatu dalam penelitian tentu memiliki manfaat, begitupun juga

dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian, yaitu:

a. Manfaat Akademis

1)

2)

3)

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan
berkontribusi sebagai sumber pengetahuan bagi pemerintah,
akademisi, dan masyarakat, khususnya dalam bidang pengadaan
tanah untuk kepentingan umum.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman
dinamika dan faktor penyebab tumpang tindih antara tanah
milik adat dan tanah bersertitkat HGB pada proyek
pembangunan infrastruktur, khususnya pada proyek
pembangunan Bendungan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian
selanjutnya dan menjadi referensi penting dalam penyusunan
kebijakan dan naskah akademis yang berkaitan dengan

pengelolaan konflik pertanahan dalam konteks proyek



infrastruktur, khususnya pada konflik yang melibatkan antara

hak adat dan hak bersertifikat (HGB).

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
rekomendasi bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor II dan
Pelaksana Pengadaan Tanah dalam melakukan verifikasi dan
validasi data fisik maupun data yuridis terhadap bidang tanah yang
berpotensi mengalami tumpang tindih antara tanah milik adat dan
tanah yang telah bersertipikat. Hasil dari peneletian diharapkan
dapat menjadi bahan evaluasi dalam penyusunan pedoman dan
mekanisme penyelesaian permasalahan pertanahan, sehingga proses
pengadaan tanah dapat berjalan tepat waktu, efektif dan berkeadilan
serta mampu meminimalisir terjadinya konflik pertanahan di

kemudian hari.



BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN

1.

Dalam pelaksanaannya, proses pengadaan tanah telah melalui
serangkaian langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku, mulai dari
perencanaan, persiapan, pelaksanaan, hingga pemberian ganti kerugian
pada Desa Kutamekar dengan melalui mekanisme inventarisasi dan
identifikasi data fisik serta data yuridis. Namun, pada tahap pelaksanaan
muncul masalah yang disebabkan oleh adanya perbedaan klaim
kepemilikan tanah antara tanah milik adat yang menguasai secara fisik
dan turun temurun dan pihak yang memiliki sertipikat HGB yaitu PT.
Global Hotel Development. Situasi ini menunjukkan bahwa proses
pengadaan tanah tidak hanya berkaitan dengan aspek administrasi,
tetapi juga perlu mempertimbangkan aspek sejarah penguasaan serta
keberadaan hak-hak masyarakat yang telah ada sebelumnya. Dengan
demikian, meskipun secara prosedural pengadaan tanah telah berjalan
sesuai ketentuan hukum yang berlaku, pada tahap pelaksanaan masih
terdapat tantangan dalam menyelaraskan antara kepastian hukum
berdasarkan data administrasi pertanahan dengan prinsip keadilan bagi
masyarakat yang memiliki hubungan historis terhadap tanah.

Faktor administrasi pertanahan menjadi salah satu penyebab utama
karena terdapat ketidaksesuaian antara kondisi penguasaan tanah secara
faktual di lapangan dengan data yuridis yang tercatat dalam administrasi
pertanahan. Selain itu, faktor historis penguasaan tanah masyarakat
yang telah berlangsung lama melalui pewarisan maupun penguasaan
secara turun-temurun turut menjadi dasar munculnya klaim masyarakat
terhadap tanah tersebut. Namun, karena sebagian tanah belum terdaftar
secara formal, kedudukan masyarakat menjadi berbeda ketika

berhadapan dengan pihak pemegang HGB yang memiliki bukti hak

122



berupa sertipikat sebagai alat bukti formal. Dengan demikian, tumpang
tindih tanah milik adat dan HGB pada Proyek Bendungan Cibeet
merupakan persoalan yang terjadi akibat belum optimalnya sinkronisasi
antara data administrasi pertanahan dengan kondisi penguasaan tanah di
lapangan, sehingga penyelesaiannya tidak cukup hanya memperhatikan
aspek kepastian hukum berdasarkan sertipikat, tetapi juga perlu
mempertimbangkan riwayat penguasaan, hubungan hukum para pihak,

serta prinsip keadilan dalam penyelesaian konflik pertanahan.

. Pada Desa Kutamekar, permasalahan tumpang tindih tersebut dapat

diselesaikan melalui musyawarah dengan kesepakatan antara
masyarakat yang menguasai secara turun-temurun dengan bukti Letter
C, girik, dan segel dengan pihak yang memegang sertipikat HGB,
sehingga proses pembayaran Ganti kerugian dapat dilanjutkan.
Sementara itu, Desa Cariu penyelesaianya masih menghadapi masalah
karena belum ada kesepakatan mengenai siapa yang berhak
mendapatkan ganti kerugian. Dengan demikian, dalam menyelesaikan
konflik tanah, pendekatan formalm berdasarkkan sertipikat saja tidak
cukup, melainkan juga perlu memperhatikan sejarah penguasaan tanah,
bukti-bukti yang tersedia, serta prinsip keadilan untuk semua pihak yang

terlibat.

B. SARAN

Berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilakukan, penulis

menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

l.

Bagi Kantor Pertanahan, penting untuk memperbaiki sistem
administrasi pertanahan guna menghindari adanya tumpang tindih
kepemilikan tanah, sebaiknya meningkatkan ketelitian dalam proses
pendaftaran tanah, pengukuran, pemetaan, serta verifikasi data fisik dan
yuridis sebelum menerbitkan hak atas tanah. Penguatan sistem basis
data pertanahan yang terintegrasi juga diperlukan agar informasi

mengenai sejarah penguasaan tanah dapat diakses dari awal.
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2. Saat menentukan pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah,
pengakuan hak atas tanah tidak seharusnya hanya berdasarkan aspek
formal seperti sertipikat, namun juga perlu memperhatikan bukti
peguasaan dan sejarah tanah yang telah ada di masyarakat. Hal ini
sangat penting, terutama tanah milik adat, karena hak masyarakat sering
kali tidak tercantum dalam dokumen resmi, tetapi tetap memiliki
kekuatan hukum selama diakui oleh masyarakat.

3. Perlu adanya penyempurnaan terhadap cara penyenyelesaian konflik
pertanahan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor
21 Tahun 2020 mengenai Penangan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
Meskipun peraturan ini memberikkan dasar penyelesaian melalui
mekanisme penanganan kasus, masih diperlukan penguatan dalam
pengaturan tata cara verifikasi hak, penilaian bukti penguasaan adat, dan
mekanisme penetapan pihak yang berhak menerima kompensasi dalam
pengadaan tanah. Hal ini penting agar peyelesaiaan konflik tidak hanya
fokus pada kepastian hukum formal, tetapi juga memberikan

perlindungan hukum yang adil.
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